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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

RSUP Dr. Sardjito adalah merupakan rumah sakit Pendidikan tipe 

A dengan wilayah cakupan pelayanan, meliputi Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. RSUP Dr. Sardjito 

menyediakan berbagai jenis pelayanan medis spesialistik dan sub 

spesialistik, serta meyelenggarakan kegiatan pendidikan serta penelitian. 

RSUP Dr. Sardjito merupakan rumah sakit yang telah terakreditasi 

nasional oleh Badan Akreditasi nasional KARS (Komisi Akreditasi 

Rumah Sakit) dan terakreditasi internasional oleh JCI (Joint Commision 

International pada tahun 2014. RSUP dr. Sardjito sebagai salah satu 

rumah sakit pemerintah diharapkan mampu memberikan pelayanan 

kesehatan yang paripurna. Selain peralatan yang modern dan canggih 

sumber daya manusia yang berkarya didalam organisasi yang merupakan 

para  tenaga medis, paramedis dan non medis diharuskan kompeten dan 

handal. 

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan 

yang sangat penting, karena tanpa dukungan dari tenaga sumber daya 

manusia yang berkompeten suatu organisasi akan menghadapi masalah 
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dalam pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mencapai visi yaitu 

Menjadi salah satu Rumah Sakit unggulan dalam bidang Pelayanan, 

Pendidikan dan Penelitian di Asia Tenggara di tahun 2010 yang bertumpu 

pada kemandirian dan misinya yaitu: 

1. Memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, bermutu dan 

terjangkau  masyarakat,  

2. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan untuk 

menghasilkan SDM yang berkualitas,  

3. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan IPTEKDOKKES 

yang  berwawasan global,  

4. Meningkatkan kesejahteran karyawan, dan 

5. Meningkatkan pendapatan untuk menunjang kemandirian RS 

(http://sardjitohospital.co.id). 

RSUP dr. Sardjito tidak boleh menjadikan berbagai macam 

permasalahan yang ada menjadi batu sandungan dalam rangka 

mewujudkan visi dan misinya, Sebagai Rumah Sakit yang berstatus BLU 

RSUP dr. Sardjito diberikan kewenangan dalam luas dalam pengelolaan 

kebijakan Rumah Sakit. Di dalam Pasal 1 ayat 23 UU Nomor 1 Tahun 

2004 mengatur tentang Perbendaharaan  Negara, yang isinya yaitu : 

“Badan Layanan Umum / BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah 

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan  kepada masyarakat berupa 
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penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas”. hal ini kemudian diatur kembali  

pelaksanaannya dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. yang 

menyatakan  Badan Layanan Umum adalah suatu badan usaha 

pemerintah yang tidak bertujuan mencari laba, meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, dan memberikan otonomi atau fleksibilitas manajemen 

rumah sakit publik, baik milik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Bentuk BLU merupakan alternatif penting dalam menerapkan 

Otonomi Daerah yang merumuskan Rumah Sakit Daerah (RSD) sebagai 

Layanan Teknis Daerah .Selain itu, pengertian lain menyatakan bahwa 

badan layanan umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang 

dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 

penyediaan barang dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada 

prinsip efisiensi dan produktivitas 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Layanan_Umum). 

Dalam Peraturan Pemerintah  no: 23 tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tujuan BLU adalah 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam r angka memajukan 
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kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan 

memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan 

prinsip eknomi dan produktivitas dan penerapan praktik bisnis yang sehat. 

Praktik bisnis yang sehat artinya berdasarkan kaidah manajemen yang 

baik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengendalian dan pertanggungjawaban. Secara umum asas badan layanan 

umum adalah pelayanan umum yang pengelolaannya berdasarkan 

kewenangan yang didelegasikan, tidak terpisah secara hukum dari 

instansi induknya. Asas BLU yang lainnya adalah: 

1. Pejabat BLU bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan layanan 

umum kepada pimpinan instansi induk, 

2. BLU tidak mencari laba, 

3. Rencana kerja, anggaran dan laporan BLU dan instansi induk tidak 

terpisah, 

4. Pengelolaan sejalan dengan praktik bisnis yang sehat. 

(https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Layanan_Umum) 

untuk dapat menjadi sebuah instansi yang menganut asas BLU 

harus memenuhi persyaratan adminsitratif sebagai berikut : 

 Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja layanan, 

keuangan, dan 

 manfaat bagi masyarakat. 



5 

 

 Pola tata kelola yang baik dan laporan keuangan, 

 Standar pelayanan minimum, 

 Laporan audit atau pernyataan bersedia diaudit secara independen, 

Adapun regulasi yang mengaturnya yaitu: 

-        Pasal 1 angka 23 UU No.1 tahun 2004 tentang 

perbendaharaan Negara 

-        Pasal 1 angka 1 PP No.23 tahun 2005 tentang pengelolaan 

keuangan BLU 

-        Pasal 3 PP No.23 tahun 2005 tentang asas BLU 

-        PP No.65 tahun 2005 tentang penyusunan SPM 

-        Pasal 4 PP No.23 tahun 2005 tentang syarat menjadi BLU 

Keuntungan BLU bagi rumah sakit yaitu : 

1. Tata kelola keuangan rumah sakit lebih baik dan transparan karena 

menggunakan pelaporan standar akutansi keuangan yang memberi 

informasi tentang laporan aktivitas, laporan posisi keuangan, laporan 

arus kas dan catatan laporan keuangan. 

2. Rumah sakit masih mendapat subsidi dari pemerintah seperti biaya 

gaji pegawai, biaya operasional, dan biaya investasi atau modal. 

3. pendapatan rumah sakit dapat digunakan langsung tidak disetor ke 

kantor kas Negara, hanya dilaporkan saja ke Departemen Keuangan. 
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4. Rumah sakit dapat mengembangkan pelayanannya karena tersedianya 

dana untuk kegiatan operasional  RS. 

5. Membantu rumah sakit meningkatkan kualitas SDM nya dengan 

perekrutan yang sesuai kebutuhan dan kompetensi. 

6. Adanya insentif dan honor yang bisa diberikan kepada karyawan oleh 

pimpinan RS (http://sardjitohospital.co.id) 

Pihak manajemen RSUP dr.Sardjito tentunya menyadari bahwa 

meskipun milik pemerintah pelayanan yang harus diberikan kepada para 

pasien tentunya menjadi salah satu prioritas, oleh sebab itu dukungan dari 

semua pihak diperlukan untuk mewujudkan pelayanan prima di RSUP dr. 

Sardjito, karena pada dasarnya bagi sebuah perusahaan atau organisasi 

yang bergerak dibidang jasa karyawan mereka adalah cerminan dari 

produk yang mereka jual. Seperti yang diungkapkan dalam On the Great 

Service: “Service are performances and people are performers. From the 

costumers Prespective, the people performing the service are the 

company... A careless bank teller is a careless bank, An Arrogant waiter 

is an arrogant restaurant. Service Companies need the right people 

carrying the company’s flag in front of costumers...They need to compete 

for talent market share as hard as they compete for customer market 

share”( Berry & Seltman, 2008). Yang pada intinya bagi para costumer, 

pelanggan atau pasien karyawan yang melayani mereka merupakan 
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perwujudan dari perusahaan atau organisasi itu apa bila kita hubungkan 

dengan RSUP dr.sardjito tentunya para pegawai baik medis maupun non 

medis, baik PNS maupun non-PNS sama-sama mempunyai tanggung 

jawab untuk membawa citra RSUP dr.Sardjito. Oleh sebab itu pihak 

manajemen harus bisa menyelesaikan  permasalahan-permasalahan baik 

internal maupun eksternal yang akan berpengaruh terhadap pelayanan di 

RSUP dr.Sardjito. 

Keberagaman (Pluralitas) pegawai RSUP Dr. Sardjito yang terdiri 

dari berbagai macam jenis ketenagakerjaan antara lain: tenaga medis, para 

medis, penunjang medis, dan non medis kadang kala menimbulkan 

masalah-masalah yang apabila dibiarkan akan dapat mengganggu 

efektivitas kinerja para pegawai di lingkungan RSUP Dr. Sardjito, belum 

lagi banyaknya macam status pegawai seperti pegawai PNS, Pegawai 

Non PNS, Pegawai outsorcing, Pegawai Fakultas Kedokteran yang 

diperbantukan di RS Sardjito dengan hak dan kewajiban berbeda pula 

terkadang menjadi sumber permasalahan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi rumah sakit. Adanya perbedaan hak dan kewajiban terhadap 

masing-masing jenis tenaga dan status kepegawaian seringkali 

menjadikan permasalahan keadilan menjadi hal yang sangat penting. 

Dalam  kutipannya Mahmudah, 2010  mengemukakan bahwa Keadilan 

merupakan  nilai universal dan menjadi hak asasi yang telah diterima 
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secara luas (Held, 1989 ). Keadilan dapat diartikan sebagai bentuk yang 

dinilai atau dipersepsikan baik oleh anggota dalam organisasi. Sheppard, 

dkk., dalam Beugre (1998). Berdasarkan prinsip keadilan, apabila 

karyawan mempersepsikan suatu ketidakadilan, maka mereka dapat 

meramalkan untuk mengambil salah satu dari enam pilihan, yaitu: 1) 

mengubah masukan mereka, 2) mengubah keluaran mereka, 3) 

mendistorsikan persepsi mengenai diri, 4) mendistorsi persepsi mengenai 

orang lain, 5) memilih acuan yang berlainan, 6) berhenti daripekerjaan 

(Robbins, 2006). Konsep keadilan yang dimaksud adalah keadilan 

organisasi yang mencakup tiga bentuk keadilan, yaitu keadilan distributif, 

keadilan prosedural, dan keadilan interaksional (Koopman, 2003). 

Adanya persepsi ketidakadilan atau ketidakwajaran yang 

dilakukan oleh sebuah perusahaan terhadap karyawannya akan 

mempengaruhi emosi karyawan, sehingga persepsi mengenai 

ketidakadilan tersebut akan mendorong karyawan untuk melakukan 

perilaku/tindakan retaliasi (balas dendam) terhadap organisasi tempat 

mereka bekerja (Skarlicky, D.P & Folger, R, 1997 dalam Heru Kurnianto 

T., 2008) Ada berbagai macam reaksi yang dilakukan oleh pegawai dalam 

menyikapi perasaan ketidakadilan yang mereka rasakan ditempat bekerja 

beberapa adalah terlambat datang kekantor, penundaan pekerjaan 

sehingga rekan kerja juga menunda pekerjaannya, atau rapat dan bekerja 
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tidak semestinya dan masih banyak hal lain yang dapat dilakukan oleh 

pegawai sehingga akan merugikan intitusi. Perasaan keadilan yang 

diterima oleh pegawai sangat mempengaruhi terhadap sikap dan tindakan 

pegawai tersebut. Jika pegawai menilai manajemen rumah sakit telah 

berlaku adil akan menimbulkan kepuasan seorang individu terhadap hasil 

yang diperolehnya. Salah satu yang kepuasan yang akan dirasakan oleh 

pegawai adalah kepuasan kerja. kepuasan kerja adalah suatu perasaan 

yang menyokong atau tidak menyokong diri pegawai yang berhubungan 

dengan pekerjaannya maupun dengan kondisi dirinya (Mangkunegara, 

2002). Kepuasan kerja merupakan sikap umum seseorang terhadap 

pekerjaannya (Robbins dan Coulter dalam Edison, dkk., 2016. Sedangkan 

menurut Greenberg dan Baron dalam Sinambela (2016), kepuasan kerja 

adalah sikap positif atau negatif yang dilakukan individu terhadap 

pekerjaannya.  

Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sardjito merupakan salah satu 

rumah sakit milik pemerintah yang mempunyai tenaga kerja lebih dari 

tiga ribu pegawai yang merupakan kombinasi antara pegawai negeri sipil 

(PNS), tenaga Non PNS dan outsouching dengan jumlah pegawai Non 

PNS yang hampir 1/3 dari total jumlah pegawai dan sehingga pegawai 

Non PNS di RSUP Dr. Sardjito mempunyai peran yang sangatlah besar 

terhadap kelangsungan pelayanan di RSUP Dr. Sardjito. Adanya berbagai 
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sorotan terhadap kinerja pegawai di RSUP Dr. Sardjito yang dianggap 

kurang optimal sehingga menyebabkan berbagai macam masalah yang 

antara lain: antrian pasien yang berjubel, pegawai yang kurang ramah 

dalam melayani pasien, lamanya waktu tunggu pasien menjadi masalah 

yang akan menghambat RSUP Dr. Sardjito dalam rangka mewujudkan 

visi dan misinya.  Perilaku pegawai yang sering datang terlambat apabila 

ada alasan tertentu, pulang lebih awal merupakan hal yang lumrah apabila 

ada urusan keluarga yang bahkan sebenarnya tidak berhubungan secara 

langsung dengan pegawai yang bersangkutan seperti tetangga meninggal, 

keluarga sakit dan lain-lain belum lagi adanya jam istirahat yang tidak 

sesuai dengan ketentuan dikarenakan ada alasan-alasan yang bersifat 

pribadi merupakan hal yang biasa yang mungkin bisa jadi merupakan 

suatu bentuk balas dendam pegawai terhadap perasaan ketidakpuasaan 

terhadap hal-hal yang terjadi di rumah sakit. 

Telah banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh manajemen 

RSUP Dr. Sardjito untuk jenjang karir dari para pegawainya baik yang 

PNS Maupun Non-PNS, namun terkadang dari kebijakan-kebijakan 

tersebut kemungkinan masih ada yang dirasakan tidak adil oleh para 

pegawai terutama pegawai Non-PNS baik secara prosedural maupun 

secara distributif sehingga akan mempengaruhi sikap dan kepuasan kerja 

pegawai. Sehingga dari pemaparan diatas peneliti akan membahas 
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mengenai keadilan prosedural karir dan keadilan distributif karir pegawai 

Non PNS terhadap perilaku balas dendam atau retaliasi dengan kepuasan 

kerja sebagai pemediasi di RSUP Dr. Sardjito. 

Sehingga peneliti tertarik untuk  melakukan penelitian dengan 

judul “PENGARUH KEADILAN DISTRIBUTIF KARIR DAN 

KEADILAN PROSEDURAL KARIR TERHADAP PERILAKU 

RETALIASI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL 

INTERVENING STUDI KASUS PADA PEGAWAI NON PNS DI 

RSUP Dr. SARDJITO YOGYAKARTA”. 

1.2. Lingkup Penelitian 

Peneliti membatasi lingkup penelitiannya hanya pada pegawai 

Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan batas permasalahan 

pada keadilan distributif karir, keadilan prosedural karir dan perilaku 

retaliasi dengan kepuasan karir sebagai pemediasi. 

1.3. Rumusan Masalah 

Dari pemaparan latar belakang diatas, maka pokok permasalahan 

yang akan diteliti adalah : 

1. Apakah keadilan distributif karir berpengaruh terhadap perilaku 

retaliasi pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta? 

2. Apakah keadilan prosedural karir berpengaruh terhadap perilaku 

retaliasi pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta? 
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3. Apakah keadilan distributif karir berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta? 

4. Apakah keadilan prosedural karir berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta? 

5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap perilaku retaliasi pada 

pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta ? 

6. Apakah keadilan distributif karir berpengaruh terhadap perilaku 

retaliasi pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta 

dengan kepuasan kerja sebagai pemediasi? 

7. Apakah keadilan prosedural karir berpengaruh terhadap perilaku 

retaliasi pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan 

kepuasan kerja sebagai pemediasi? 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas 

adalah : 

1. Untuk menguji pengaruh keadilan distributif karir terhadap perilaku 

retaliasi pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 

2. Untuk menguji pengaruh keadilan prosedural karir terhadap perilaku 

retaliasi pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 

3. Untuk menguji pengaruh keadilan distributif karir terhadap kepuasan 

kerja pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 
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4. Untuk menguji pengaruh keadilan Prosedural karir terhadap kepuasan 

kerja pada pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 

5. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap perilaku retaliasi 

pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta. 

6. Untuk menguji pengaruh keadilan distributif karir terhadap perilaku 

retaliasi pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan 

kepuasan kerja sebagai pemediasi. 

7. Untuk menguji pengaruh keadilan prosedural karir terhadap perilaku 

pegawai Non PNS RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan kepuasan 

kerja sebagai pemediasi. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain  

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan dapat memberikan manfaat dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan manajemen dalam bidang sumber 

daya manusia, serta dapat menjadi referensi bagi para peneliti 

lainnya yang akan meneliti mengenai keadilan organisasional, 

terhadap perilaku retaliasi dengan kepuasan kerja sebagai 

pemediasi. 
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2. Manfaat Praktik 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

jajaran manajemen RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta sebagai bahan 

pertimbangan atau masukan dalam pengelolaan pegawai Non-PNS 

di RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta melalui keadilan distributif karir 

dan keadilan prosedural karir sehingga dapat meningkatkan kinerja 

karyawan dan tujuan perusahan dapat tercapai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


